Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR ¢ TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BENGKULU,

bahwa dalam rangka upaya penanganan keadaan darurat
atau kritis pasca bencana, diperlukan perencanaan
teknis dan manajerial untuk mencegah atau
menanggulangi resiko kedaruratan bencana secara
terukur;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan
Tsunami;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontingensi Gempa
Bumi dan Tsunami;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota
Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2024 Nomeor 275, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026};

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan  Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non-Pemerintah  Dalam  Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 103});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana
Dalam Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2014
Nomor 1087);



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana
Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 469);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2010
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bengkulu Nomor 01);

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Di Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun
2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KONTINGENSI
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Bengkulu.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah Otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.

Badan Panggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang
penanggulangan bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan  mengganggu  kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan
kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah
pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan
kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana,
pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian
bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi
mental, rehabilitasi dan atau rekontruksi sarana
prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi
bencana.

Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat
pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan
rekonstruksi.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi
prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan
pascabencana.

Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk
mengurangi ancamandan kerentanan serta
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
menghadapi bencana.

Rencana kontingensi bencana gempa bumi dan tsunami
yang selanjutnya disebut rencana kontingensi adalah
Dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun
dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan
menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah
atau wilayah tertentu.

Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen
perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan
pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca
bencana.

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan
kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan
masyarakat.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian Kkegiatan yang
dilakukan wuntuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna
dan berdaya guna.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban,
penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.



17.

18.

19.

20.

21.

Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena
dampak bencana.

Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang
terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya
sebagai akibat buruk bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulithan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat
yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi
atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya
bencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
sarana dan prasarana, serta kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengerahan
sumber daya secara optimal dalam penanganan kedaruratan
bencana gempa bumi dan tsunami,

(1)

(2)

3)

(1)

Pasal 3

Pengerahan sumber daya penanganan kedaruratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam
Rencana Kontingensi.

Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN

b. BABII SITUASI

c. BABIII TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK
ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN
DARURAT BENCANA;

BAB IV PELAKSANAAN;

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK;

BAB VI PENGENDALIAN;

g. BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT .

Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

oo A

Pasal 4

Rencana Kontingensi ini bersifat dinamis yang akan
dioperasionalkan melalui kaji cepat sesaat setelah terjadi
bencana gempa bumi dan tsunami.



(2) Rencana Kontingensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(3) Rencana Kontingensi dapat dilakukan reviu secara
berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan Rencana
Kontingensi, dapat dilakukan pemutakhiran.

(5) Dalam hal terjadi keadaan darurat bencana, Rencana
Kontingensi dapat dikonversikan menjadi Rencana
Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 11 Fewruari 202§
Pj. WALI KOTA BENGKULU,

ARIF GUNADI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Fesruari 2025

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR .2........



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR & TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI KOTA
BENGKULU.

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

1.2.

Latar Belakang

Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 151,7 Km2 terbagi atas 9
Kecamatan, yang terletak pada posisi 3045”- 30 59: LS dan 102014”-
1020 22’ BT. memiliki batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Tengah
- Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma

- Sebelah Barat : Samudera Hindia

- Sebelah Timur : Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan wilayah yang langsung berhadapan dengan wilayah
Samudera Hindia maka Kota Bengkulu memiliki potensi ancaman
tsunami. Dari Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2022 Kota
Bengkulu memiliki kelas risiko tinggi dengan skor 22.47 untuk ancaman
tsunami.

Melihat kondisi seperti diatas maka Pemerintah Kota Bengkulu,
melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu,
mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kontingensi sebagai
kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bahaya gempa bumi yang
memicu tsunami. Rencana ini memuat tentang kebijakan, strategi dan
langkah-langkah dari Pemerintah Kota Bengkulu dalam menangani
kondisi darurat dan memberikan perlindungan, serta mengurangi risiko
yang ditimbulkan akibat kejadian bencana.

Rencana kontingensi ini ditujukan agar dapat digunakan dan
dipahami sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kebijakan dan
pemangku kepentingan di wilayah Kota Bengkulu dalam melakukan
penanganan khususnya untuk ancaman tsunami yang diakibatkan oleh
gempa bumi. Disusun dan disepakati oleh seluruh
instansi/dinas/lembaga/organisasi terkait, perencanaan kontingensi
menjadi dasar dan komitmen pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan untuk melaksanakan mengelola dan menangani darurat
bencana, termasuk ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan.

Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor
8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan
Pertolongan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal,;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk
Penanggulangan Bencana 2020-2044;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016
tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan
Kondisi Khusus;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan
Darurat;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan
Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana
{Pusdalops-PB);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40,

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan
Peralatan Dalam Status Keadaaan Darurat Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat
Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan
Khusus Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi
Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8
Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat
Bencana;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03
Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat
Bencana;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04
Tahun 2018 tentang Sistemm Manajemen Logistik dan Peralatan;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05
Nomor 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan
Tertentu;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06
Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan
Darurat Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan
Darurat Bencana,;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor
04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03
Tahun 2022 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06
Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana;



1.3.

1.4.
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41. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01
Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana;

42. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14
tentang 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

43. Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu;

44. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

45. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah;

46. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

47. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun
2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

48. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 70 Tahun 2021 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bengkulu;

49. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penataan Usaha, Pertanggung
Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak
Terduga yang bersumber dari APBD.

Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai pedoman dalam
penanganan bencana tsunami di Kota Bengkulu sebagai dasar untuk
pengerahan sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang
terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kota Bengkulu.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Kontingensi ini meliputi tiga hal, antara lain :

1) Lingkup Bahaya dan Risiko
Lingkup bahaya dan risiko dalam dokumen Rencana Kontingensi ini
adalah bencana tsunami akibat gempabumi Megathrust Mentawai-
Pagai.

2} Lingkup Wilayah
Wilayah yang menjadi lingkup perencanaan kontingensi ini adalah 9
kecamatan di Kota Bengkulu, yakni Muara Bangkahulu, Sungai
Serut, Teluk Segara, Ratu Samban, Ratu Agung, Singaran Pati,
Gading Cempaka, Selebar, dan Kampung Melayu.

3) Lingkup Pelaksanaan Aksi
Ruang lingkup aksi yang direncanakan dalam dokumen rencana
kontingensi ini meliputi :

a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik
Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, Perguruan
Tinggi dan Masyarakat

Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
¢. Proyeksi kebutuhan lintas sektor
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d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari

setiap sektor.

e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan

dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji
ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi bencana,
termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba
rencana kontingensi.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Penanganan Kedaruratan Bencana

1) Penanganan kedaruratan bencana tsunami akibat gempabumi
megathrust Mentawai-Pagai menjadi kewenangan dan
tanggungjawab Pemerintah Kota Bengkulu.

2) Penetapan status kedaruratan bencana.

3) Penetapan koordinasi pelaksanaan penanganan kedaruratan
bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

4) Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana dengan
mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan
disabilitas).

S5) Pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak.

6) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

7) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

8) Penggunaan dan optimalisasi anggaran pemerintah Kota Bengkulu.

Strategi

1} Pengkajian cepat kejadian dan dampak bencana untuk tanggap
darurat, dan pengkajian tentang penanganan kedaruratan untuk
transisi darurat ke pemulihan.

2) Penetapan status kedaruratan bencana Kota Bengkulu.

3) Pengaktifan Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB)
Kota Bengkulu.

4) Pengaktifan Pos Komando {Posko} Penanganan Darurat Bencana
Kota Bengkulu.

5) Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana
termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan.

6) Optimalisasi pengerahan sumberdaya personil, peralatan, dan
logistik Kota Bengkulu dalam penanganan kedaruratan bencana,
baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

7) Pengerahan personil pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang
terlatih.

8) Pelibatan masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah
dalam penanganan darurat.

9) Perbaikan sarana dan prasarana vital, serta pemulihan fungsi
layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.

10) Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah

atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana.
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Penyediaan hunian sementara untuk penyintas bencana dengan
memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

Pengerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat terdampak bencana.

Mendirikan pos bantuan.
Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
Pelayanan psychological first aid.

Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender
dalam situasi bencana.

Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana di
semua bidang dan sektor.

Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa

penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat
dalam penanganan darurat bencana tsunami diakibatkan gempabumi
Megathrust Mentawai-Pagai.

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut :

1)

2)
3)

4)

S)

Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan
bencana tentang pentingnya rencana kontingensi tsunami
diakibatkan gempabumi

Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan
pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.

Verifikasi data: Analisa data sumber daya yang ada dibandingkan
proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.

Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan
perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam
workshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan
penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan
kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak
lanjut,

Penandatanganan komitmen, public hearing/konsultasi publik hasil
rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen
rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana {multi
stakeholder).
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Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan
kondisi yang terbarukan maka diperlukan masukan-masukan terutama
terkait data-data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat
konsultasi. Inisiatif review dan pemutakhiran perencanaan kontingensi
dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kota Bengkulu.

Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana Kkontingensi tsunami akibat gempabumi berlaku
selama 3 (tiga) tahun, yaitu 2023-2025. Agar rencana kontingensi sesuai
dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala
bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan,
perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat
dilakukan kaji ulang atau update sesuai kebutuhan.

Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun Rencana
Operasi Penanganan Kedaruratan Tsunami Akibat Gempabumi di
wilayah Kota Bengkulu dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat
langsung bencana yang terjadi.

Langkah penyesuaian rencana kontingensi ini menjadi rencana operasi
dapat dilihat pada Lampiran 1.



-14-

BAB II. SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

Karakteristik Bahaya Bencana Tsunami yang dipicu gempabumi
megathrust Mentawai di Kota Bengkulu. Generator gempa yang dapat
memicu tsunami di pantai barat Sumatra, yang termasuk pesisir pantai
Kota Bengkulu adalah zona subduksi lempeng Australia dan Eurasia.
Potensi kegempaan zona subduksi di Pantai Barat Sumatra, termasuk
Kota Bengkulu, besar kemungkinan mengikuti pola isolated locked-zone
di batas subduksi Sumatera, yaitu gempa yang akan datang
kemungkinan terjadi di daerah yang terdapat seismic gap (zona dengan
seismisitas rendah) di sepanjang zona seismik yang sempit (Pusgen,
2017).

Data seismisitas BMKG menunjukkan adanya zona seismik gap di
Pantai Barat Sumatra. Zona seismik gap perlu diwaspadai karena pada
zona ini seharusnya relatif aktif secara tektonik, tetapi jarang terjadi
gempa signifikan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini
dikhawatirkan terjadi akumulasi energi gempa, sehingga dapat terjadi
gempa dengan magnitude yang tinggi serta dapat memicu tsunami yang
lebih besar.

Berdasarkan pengkajian dan modelling BMKG (2022) wilayah
pesisir barat Sumatera, tsunami yang dipicu oleh gempabumi. Secara
geologis, jarak garis pantai barat Kota Bengkulu dengan zona
penunjaman (subduction zone) 200-250 km di mana pertumbukan 2
(dua) lempeng benua Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Benua
Eurasia. Pertumbukan terjadi karena Lempeng Indo-Australia yang
bergerak ke utara menunjam Lempeng Benua Eurasia dengan kecepatan
1t 7 cm/tahun.
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Sumber Gempabumi Pemicu Tsunami dan Distribusi Gempa Bumi 2020-2022 (BMKG, 2022)

BMKG beberapa gempa kuat yang disertai tsunami di wilayah
Bengkulu, antara lain tahun : 1770, kemudian 18 Maret 1818, 24
November 1833, 10 Oktober 1896, 25 Juni 1914, 25 September 1931, 21
April 1958, dan 12 September 2007.

Tsunami yang diakibatkan oleh gempa tanggal 12 September 2007
(M=7,9) terjadi beberapa saat setelah gempa besar. Tsunami terjadi di
daerah Teluk Betung 2,0 meter, Air Haji 1,8 meter, Kota Jaya 1.8 meter,
Pasar Bantal 2,0 meter, Serangai 3,6 meter, Air Napal 2.9 meter,
Bengkulu 2,9 meter dan Muara Maras 3,4 meter.

Di bawah ini menampilkan peta bahaya tsunami dengan skenario
terburuk dampak gempa dengan skenario M 8,9. Peta bahaya tsunami
ini meliputi seluruh wilayah Kota Bengkulu dengan dibagi menjadi 3
Peta.
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Peta bahaya tsunami daerah Kota Bengkulu yang meliputi Kecamatan Muara
Bangkahulu, Kec. Seungai Serut, Teluk Segara, dan Ratu Samban.
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Peta bahaya tsunami daerah Kota Bengkulu untuk Kecamatan

Ratu Samban, Ratu Agung, Sinagaran Pati, Gading Cempaka,
dan Selebar.
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Peta bahaya tsunami wilayah Kota Bengkulu untuk Kecamatan
Kampung Melayu

Peta di atas mengikuti modeling skenario terburuk tsunami akibat
gempa megathrust Mentawai-Pagai, potensi gempabumi berkekuatan
M=8,9 berpotensi memicu tsunami di Barat Kota Bengkulu, berpotensi
terdampak mencakup Seluruh Kecamatan di Kota Bengkulu Yang
meliputi 9 Kecamatan.

Skenario Kejadian

Kejadian gempabumi megathrust berpotensi memicu tsunami di Barat
Sumatera. Nilai magnitude maksimum yang dipakai dan yang mungkin
terjadi serta lokasi titik pusat gempa mengadopsi skenario terburuk.

—
——

-

PETA PERKIRAAN KETINGGIAN DAN WAKTU TIBA TSUNAMI

B T L N
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= Estimasi Ketinggian Tsunami :
13- 23 meter

s Estimasi Waktu Tiba Gelombang Tsunami
di Pesisir Provinsi Bengkulu :
16 - 31 menit

* Estimasi Waktu Tiba Gelombang Tsunami

di Pulau Enggano : 1 -4 menit

Estimasi : Potensi berdasarkan hasii

pemodelan

Peta Bahaya Tsunami Skenario Terburuk, Pantai Panjang
dan sekitarnya (BMKG, 2022)

Waktu Tsunami terjadi pada hari Minggu Jam 05.00 WIB
kejadian
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Lokasi

Pesisir pantai wilayah Kota Bengkulu

Pemicu

Kejadian Gempa berdurasi 20 detik dengan skala
magnitude 8.9 atau Skala MMI IX, terjadi di zona
subduksi megathrust Mentawai Pagai: koordinat 3.5
LS dan 101.0 BT, Kedalaman 10 Km.

Megathrust
Mentawai-Pagai
M 8.9; a=3.02;

b=0.63

Megathrust Enggano
M 8.4; a=5.57;
b=1.05

Megathrust Selat Sunda
M 8.7; a=5.99; b=1.15

Megathrust
West-Central Java
M 8.7; a=5.55; b=1.08

Bahaya primer

Reruntuhan akibat gempa dan terjangan gelombang
tsunami. Tinggi gelombang maksimal 14-18 meter,
kedatangan landaan tsunami ke wilayah terdampak
33-35 menit

Peringatan
Dini Bencana

Peringatan dini potensi bencana tsunami dari BMKG
dikeluarkan 5 menit setelah kejadian gempa

Cakupan
wilayah
terdampak

Sembilan 9 kecamatan dan 67 kelurahan, yang
terdiri dari:

Kecamatan Muara Bangkahulu (Kandang Limun,
Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai) ketinggian
gelombang tsunami mencapai 14-18 meter dengan
Waktu tiba gelombang tsunami antara 33-35 menit.

Kecamatan Sungai Serut (Kampung Kelawi, Pasar
Bengkulu, Sukamerindu,Semarang, Tanjung Agung,
Tanjung Jaya ) Kketinggian tsunami mencapai 14
meter dengan waktu tiba gelombang tsunami antara
33-35 menit.

Kecamatan Teluk Segara (Kelurahan Bajak, Berkas,
Jitra, Kampung Bali, Kebun Keling, Kebon Ros,
Malabouro, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu,
Pondok Besi, Sumur Meleleh, Tengah Padang)
dengan waktu tiba gelombang 33-35 menit dan tinggi
gelombang 14 meter.

Kecamatan Ratu Samban (Kelurahan Anggut Atas,
Angut Bawah, Anggut dalam, Belakang Pondok,
Kebun Dahri, Kebun Geran, Pegantungan, dan
Penurunan) dengan gelombang tsunami mencapai
10-14 menit, waktu tiba 33-35 menit.

Kecamatan Ratu Agung (Meliputi Kelurahan
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Lempuing, Kebun Tebeng, Tanah Patah, Nusa Indah,
Kebun Kenanga, Kebun Beler, Sawah Lebar, Sawah
Lebar Baru) dengan ketinggian gelombang tsunami
10-14 meter dan waktu tiba 33-35 menit.

Kecamatan Singaran Pati (Meliputi Kelurahan
Jembatan Kecil, Kelurahan Dusun Besar) dengan
ketinggian tsunami 6-10 meter waktu datang
gelombang 33-35 menit.

Kecamatan Gading Cempaka (Meliputi Kelurahan
Cempaka Permai, Lingkar Barat, Padang Harapan)
Ketinggian tsunami 10 meter dengan waktu tiba 33-
35 menit.

Kecamatan Selebar {(Meliputi Kelurahan Bumi Ayu
dan Pagar Dewa) Dengan ketinggian tsunami 6 meter
dengan waktu tiba 33-35 menit.

Kecamatan Kampung Malayu (Meliputi Kelurahan
Kandang, Kandang Mas, Muara Dua, Padang Serai,
Sumber Jaya, Teluk Sepang) dengan Kketinggian
tsunami 10-14 meter dan waktu tiba 33-35 menit.

Bahaya Wabah atau sumber penyakit dari pembusukan
sekunder bahan organik pada sisa-sisa genangan tsunami,
likuifaksi pada wilayah yang didominasi oleh tanah
pasir, kebakaran, keruntuhan bangunan gedung dan
fasilitas publik, dan Longsor.

2.3. Asumsi Dampak
A. Aspek Kependudukan

1} Kecamatan Selebar, dengan jumlah penduduk 85.970 jiwa
e Kelurahan terdampak paling parah : 2 Kelurahan yaitu

Bumi Ayu dan Pagar Dewa (Penduduk Bumi Ayu = 11,784
jiwa Penduduk Pagar dewa : 21.620 jiwa

e Korban meninggal : 167 Orang (asumsi 0,5 Persen dari

¢ Korban hilang : 84 Orang (asumsi 0,25 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

o Korban Mengungsi : 8.351 OQOrang (asumsi 25 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

e Korban Luka berat : 668 Orang (asumsi 2.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

e Korban luka ringan : 1.336 Orang (asumsi 4,0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

2) Kecamatan Kampung Melayu, dengan jumlah penduduk 46.520
Jjiwa

® Kelurahan terdampak paling parah : 6 Kelurahan yaitu

Kandang Mas, Padang Serai, Teluk Sepang, Sumber Jaya,

Kandang, Muara Dua. Jumlah Penduduk Kelurahan

Kandang Mas = 14.764 jiwa, Padang Serai = 9.781 jiwa,
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Teluk Sepang = 3.239 jiwa, Sumber Jaya = 9.057, Kandang =
7773 jiwa, Muara Dua = 1985 jiwa).

Korban meninggal : 466 Orang (asumsi 1.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban hilang : 233 Orang {asumsi 0.5 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban Mengungsi : 23.300 Orang (asumsi 50 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)
Korban Luka berat : 932 Orang (asumsi 2.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)
Korban luka ringan : 1.864 Orang (asumsi 4.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Kecamatan Gading Cempaka, dengan jumlah penduduk 38.870
jiwa kelurahan terdampak ada 3 kelurahan yaitu Cempaka
Permai, Lingkar Barat dan Padang Harapan dengan jumlah
penduduk Cempaka Permai = 5807 jiwa, Lingkar Barat = 9243
jiwa dan Padang Harapan 5007 jiwa)

Kelurahan terdampak paling parah : 3 Kelurahan .

Korban meninggal : 201 Orang (1 % dari penduduk
terdampak)

Korban hilang : 100 OQOrang (0.5 % dari penduduk
terdampak)

Korban Mengungsi : 10.029 Orang (50 % dari penduduk
terdampak)

Korban Luka berat : 401 Orang (2 % dari penduduk
terdampak)

Korban luka ringan : 802 orang (4 % dari penduduk
berdampak)

Kecamatan Ratu Agung, dengan jumlah penduduk 50.150 jiwa

Kelurahan terdampak paling parah : 8 Kelurahan yaitu
Lempuing, Kebun Beler, Kebeun tebeng, Tanah Patah, Nusa
Indah. Kebun Kenengah, Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru.
Jumlah penduduk Lempuing = 5.502, Kebun Beler = 3.762,
Kebun Tebeng = 5885 jiwa, Tanag Patah = 6532 jiwa, Nusa
Indah = 5530 jiwa, Kebun Kenagah = 5356 jiwa, Sawah Lebar
= 9158 jiwa, Sawah Lebar Baru = 10.008 jiwa)

Korban meninggal : 517 Orang (asumsi 1.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban hilang : 259 Orang (asumsi 0.5 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban Mengungsi : 25.867 Orang (asumsi SO Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban Luka berat : 1.035 Orang (asumsi 2.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban luka ringan : 2.069 Orang (asumsi 4.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)
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Kecamatan Ratu Samban, dengan jumlah penduduk 21.230
jiwa

Keelurahan terdampak paling parah : 8 Kelurahan yaitu
Penurunan, Anggot Atas, anggot Bawah , Anggot Dalam,
Belakang  Pondok, Kebun Dahri, Kebun  Geran,
Pengantungan. Jumlah penduduk Penurunan = 4.785,
Anggot Atas = 2361 jiwa, anggot Bawah = 790 jiwa, Anggot
Dalam = 1473 jiwa, Belakang Pondok = 2436 jiwa, Kebun
Dahri = 1740 jiwa, Kebun Geran = 1719 jiwa, Pengantungan
= 3039 jiwa.

Korban meninggal : 183 Orang (asumsi 1.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban hilang : 92 Orang (asumsi 0.5 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban Mengungsi : 9.161 Orang (asumsi 50 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban Luka berat ; 366 Orang ({asumsi 2.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban luka ringan : 733 Orang (asumsi 4.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Kecamatan Singaran Pati, dengan jumlah penduduk 41.040 jiwa
Kelurahan terdampak paling parah : 2 Kelurahan yaitu
Jembatan Kecil dan dusun besar. Jembatan Kecil = 3165 jiwa
dan dusun besar = 7542 jiwa.

Korban meninggal : 107 Orang (asumsi 1 % dari penduduk
terdampak)

Korban hilang : 54 Orang (asumsi 0.5 % dari
penduduk terdampak)

Korban Mengungsi : 5.354 Orang (asumsi 50 % dari
penduduk terdampak)

Korban Luka berat : 214 Qrang (asumsi 2 % dari
penduduk terdampak)

Korban luka ringan : 428 orang (asumsi 4 % dari penduduk
terdampak)

Kecamatan Teluk Segara dengan jumlah penduduk 22.000 jiwa

Kelurahan terdampak paling parah : 13 Kelurahan yaitu
Bajak, Kebun Keling, Malabro, Pasar Baru, Sumur Meleleh,
Pondok Besi, Berkas, Jitra, Pasar Baru, Pintu Batu,
Kampung Bali, Kebun Keling, Kebun Ros. Jumlah penduduk
Bajak = 2.499, Kebun Keling = 1.299, Malabro = 2.121,
Pasar Baru = 1.001, Sumur Meleleh = 1.122, Pondok Besi =
1.643, Berkas= 1.898, Jitra = 1000 jiwa, Pasar Baru = 1012
jiwa, Pintu Batu =973 jiwa, Kampung Bali = 1379 jiwa,
Kebun Keling = 1282 jiwa, Kebun Ros = 1787 jiwa.

Korban meninggal : 131 Orang (asumsi 1.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Korban hilang : 65 Orang (asumsi 0.5 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)
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e Korban Mengungsi : 6.537 Orang (asumsi 50 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

e Korban Luka berat : 261 Orang (asumsi 2.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

e Korban luka ringan : 523 Orang (asumsi 4.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Kecamatan Sungai Serut dengan jumlah penduduk 25.550
jiwa Kelurahan terdampak paling parah : 7 Kelurahan yaitu
Kampung Kelawi, Pasar Bengkulu, Tanjung Agung, Tanjung
Jaya, Suka merindu, Semarang, Surabaya. Jumlah Penduduk
Kampung Kelawi 2.336  jiwa, Pasar Bengkulu 1.918 jiwa,
Tanjung Agung 1.074 jiwa, Tanjung Jaya 1.497, Suka
merindu = 5795 jiwa, Semarang = 2211 jiwa, Surabaya = 10126
Jiwa.,

e Korban meninggal : 250 Orang (asumsi 1.0 Persen dari

penduduk terdampak paling parah)

e Korban hilang : 125 Orang (asumsi 0.5 Persen darni
penduduk terdampak paling parahj)

e Korban Mengungsi : 12.479 Orang (asumsi 50 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

e Korban Luka berat : 499 Orang (asumsi 2.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

e Korban luka ringan : 998 Orang (asumsi 4.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

Kecamatan Muara Bangka Hulu dengan jumlah penduduk

53.500 jiwa Kelurahan terdampak paling parah : 3 Kelurahan

yaitu Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai, Kandang Limun.

Jumlah penduduk Rawa Makmur = 7.504 jiwa, Rawa Makmur

Permai = 4523 jiwa, Kandang Limun = 6657 jiwa.

e Korban meninggal : 187 Orang (asumsi 1 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

¢ Korban hilang : 93 Orang (asumsi 0.5 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

e Korban Mengungsi : 9.342 Orang (asumsi 50 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

e Korban Luka berat : 374 Orang (asumsi 2.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)

e Korban luka ringan : 747 Orang (asumsi 4.0 Persen dari
penduduk terdampak paling parah)
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B. Aspek Fisik
 No | Jenis Kerusakan | "‘-’;;,W. i Keterangan
1 Prasarana jalan 50% 1. Jalan Arteri Kota
Jembatan 100% 2. Jembatan terdampak yang
rusak: 6 unit
- rusak berat : 6 unit
- rusak sedang: O unit
- rusak ringan: O unit
2 Kantor Pemerintahan 10% 3. Perkantoran Pemerintah:
- Kantor Gubernur: AMAN
- Kantor Walikota: AMAN
- Kantor Kecamatan: 10 %
- Rusak Berat,1 unit
- Kantor Pemda dan DPRD:
AMAN
3 Rumah 40% 4. terdampak yang rusak: unit
- (43.512 KK)
4 Listrik 60% Fasilitas PLN/ Gardu distribusi
terdampak yang rusak:
- PLTU = 1 Unit
- Gardu Induk = 1 Unit
- Gardu Distribusi = 741 Unit
- Kabel Jaringan Tegangan
Menengah dan Jaringan
Tegangan Rendah = 374
Kilometer Sirkuit
- Tiang Beton dan Besi = 8.014
Batang
5 Prasarana 50% Gangguan operasional
Transportasi Darat
6 Prasarana 100% 5. Pelabuhan terdampak yang
Transportasi Laut rusak: lokasi rusak berat:
pelabuhan.
Z Saluran air 80% 6. Pipa distribusi air terganggu.
Saluran Air PDAM yang rusak:
8 Prasarana 0% 7. Bandar udara terdampak yang
Transportasi Udara rusak
9 Prasarana Ekonomi 50% Rusak berat
(Pasar, Toko, Pasar barokoto 1
Peternakan, Pasar TPI
Perikanan, Pasar Simpang Kandis
Perkebunan,
Pertanian)
10 | Penginapan 60% Hotel sepanjang garis pantai
panjang
11 | Objek Wisata 100% 8. Objek Wisata terdampak yang
rusak.
9. rusak ringan: lokasi
10.Bangunan Bersejarah (Benteng
Marabro, Rumah Pengasing
sukarno, Masjid Jami)
12 | Pasar/pertokoan 50% Restoran rusak
13 | Sekolahan 50% terjadi kerusakan
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C. Aspek Kependudukan

1)

2)

3)

4)

5)

Kecamatan Teluk Segara

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)
h)
i)

Terganggunya aktivitas nelayan

Terganggunya aktivitas pariwisata

Terganggunya aktivitas penjualan ikan di tpi
Terganggunya penjualan ikan-ikan kering di pinggir pantai
Terganggunya aktivitas pasar barukoto

Terganggunya aktivitas perbankan

Terganggunya aktivitas perdagangan

Terganggunya pelayanan aktivitas spbu di kampung bali
Terganggunya pelayanan wisatawan ke pulau tikus

Kecamatan Muara Bangkahulu

a)
b)
c

d)
€)

f)

Terganggunya aktivitas pedagang/ warung di sekitaran
universitas bengkulu

Kurangnya pendapatan penghuni rumah kos/ kontrakan
di sekitaran universitas bengkulu

Terganggunya aktivitas pasar di kelurahan pematang
gubernur

Terganggunya aktivitas perbankan

Terganggunya aktivitas pengisian bahan bakar minyak
(spbuy)

Terganggunya aktivitas pedagang pertokoan di sepanjang
jalan kalimantan

Kecamatan Sungai Serut

a)
b)
c)

Terganggunya aktivitas perdagangan
Terganggunya pariwisata di pasar bengkulu
Terganggunya pengisian spbe ( gas )

Kecamatan Singaran Pati

a)

b)

d)
€]

f)

Terganggunya aktivitas pengisian bahan bakar minyak
(spbu) di kelurahan kebun tebeng

Terganggunya aktivitas pasar panorama di :
- Jl Danau

- JL Semangka raya

- JlL Kedondong

- JL Merapi raya

- Jl. Belimbing

- JL. Merapi ujung

- JL Salak

Terganggunya aktivitas perdagangan

- JL Z.arifin

- JL Timur indah

- JL Hibrida raya

Terganggunya pelayanan perbankan
Terganggunya jasa bongkar muat

Terganggunya pelayanan restoran dan perhotelan

Kecamatan Gading Cempaka

a)

Terganggunya aktivitas pengisian bahan bakar minyak
spbu di km 6,5 dan km 8




6)

7)

8)

9)

b)
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Terganggunya aktivitas perdagangan di :
- Jl. Salak

- Jl. Mangga

- Jl. Kapuas

- JL Natadirja

- Jl. Mahakam

- JL Kapten tendean

Terganggunya aktivitas pasar panorama
Terganggunya pelayanan perbankan
Terganggunya jasa bongkar muat

Terganggunya pelayanan restoran dan perhotelan

Kecamatan Ratu Samban

Terganggunya aktivitas perbankan

Terganggunya pengisian bahan bakar minyak spbu depan
bim

Terganggunya aktivitas perdagangan

Terganggunya aktivitas pariwisata

Terganggunya aktivitas restoran dan perhotelan

Kecamatan Ratu Agung

Terganggunya aktivitas perbankan
Terganggunya aktivitas perdagangan
Terganggunya aktivitas pariwisata
Terganggunya aktivitas restoran dan perhotelan
Terganggunya aktivitas angkut jasa

Kecamatan selebar

a)
b)

d)

€)

f)

g
h)

Terganggunya aktivitas perbankan
Terganggunya pengisian bahan bakar minyak spbu di
- Pagar dewa

- Air sebakul

- Bumi ayu

- Betungan

Terganggunya pengisian gas spbe di :

- Betungan

- Air sebakul

- Bumi ayu

- Pagar dewa

Terganggunya aktivitas perdagangan di :
- Jl. Adam malik

- Jl. Re.martadinata

- JL. Raden patah

Terganggunya aktivitas pasar di :

- Pagar dewa

- Bumi ayu

Terganggunya aktivitas pergudangan
Terganggunya aktivitas restoran dan perhotelan
Terganggunya aktivitas angkut jasa

Kecamatan Kampung Melayu

a)
b)

c)

Terganggunya aktivitas perbankan

Terganggunya pengisian bahan bakar minyak spbu di
Desa kandang

Terganggunya aktivitas nelayan
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d) Terganggunya aktivitas pasar ikan
e) Terganggunya aktivitas perdagangan
f) Terganggunya aktivitas pasar di:
- Simpang kandis
- Pasar tpi
- Pasar ikan asin
g) Terganggunya aktivitas pergudangan
h) Terganggunya aktivitas restoran
i)  Terganggunya aktivitas jasa angkut
j) Terganggunya aktivitas wisata
Aspek Lingkungan
1) Air:
Tercemarnya sumur air dangkal dan air dalam di Kecamatan
teluk segara, Ratu agung, Ratu samban, Kampung melayu,
Muara bangkahulu.
2) Udara
Tercemarnya udara yang diakibatkan oleh penumpukan
sampah, bangkai binatang, bangkai manusia yang belum di
bersihkan dan evakuasi di Kecamatan teluk segara, Ratu agung,

Ratu samban, Kampung melayu, Muara bangkahulu.
3) Tanah

Rusaknya daerah pertanian di Kecamatan Muara bangkahulu,
Sungai serut, Kampung melayu.

Aspek Layanan Pemerintah
Terganggunya pelayanan kesehatan

a) Kecamatan Teluk Segara
- Puskesmas Pasar Ikan
- Rumah Sakit Bhayangkara
b) Kecamatan Muara Bangkahulu
- Rumah Sakit Tino Galo (RSTG)
- Puskesmas Muara Bangkahulu
¢) Kecamatan Sungai Serut
- Puskesmas Sukamerindu
- Puskesmas Pasar Bengkulu
d) Kecamatan Kampung Melayu
- Puskesmas Teluk Sepang
- Puskesmas Padang Serang
e) Kecamatan Ratu Agung
- Puskesmas Lempuing
f) Kecamatan Ratu Samban

- Puskesmas Penurunan
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BAB IIIl. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO

PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Kota Bengkulu

melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tsunami dan tugas
kemanusiaan selama 30 hari untuk tanggap-darurat (atau 90 hari untuk
transisi darurat ke pemulihan) dapat diperpanjang atau dipersingkat
sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk evakuasi,
pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan
dasar warga terdampak, pemulihan sarana-prasarana vital, serta
mengendalikan situasi darurat.

3.2. Sasaran

1.
2.

3.

o o R

© 0

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tersusunnya rencana operasi penanganan kedaruratan bencana
Terorganisirnya perencanaan bidang sesuai kebijakan dan strategi
yang ditetapkan dalam penanganan darurat bencana.
Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 5 unsur helix dan
seluruh kelurahan terdampak.

Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 90% stakeholder
terkait dalam penanganan darurat.

Tersedianya satu data tentang ketersediaan sumberdaya untuk
penanganan darurat dari seluruh pihak terkait kedaruratan.
Terorganisirnya perencanaan bidang dan sektoral sesuai kebijakan
dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan darurat bencana.
Terkoordinasinya pergerakan sumber daya dari seluruh pihak
terkait dalam masa kedaruratan bencana.

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.
Terselenggaranya 100% pencarian, penyelamatan, dan evakuasi
korban terdampak.

Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan
pemulasaran korban meninggal dunia.

Terlaksananya pengamanan wilayah pada masa kedaruratan untuk
memberi 100% perlindungan pada semua kelompok rentan.
Terlaksananya 100% kegiatan pelayanan kesehatan secara
menyeluruh untuk warga terdampak, kelompok rentan dan
mencegah penularan penyakit di lokasi bencana.

Terlaksananya penyelamatan harta benda seperti harta bergerak,
surat-surat penting dan ternak.

Terselenggaranya pemulihan fungsi sementara pada sarana-
prasarana vital terdampak bencana; meliputi jalan, jembatan,
jaringan air, listrik, dan komunikasi.

Tersedianya data penanganan kedaruratan untuk mendukung
pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk pelaksanaan
rehabilitasi-rekonstruksi.
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BAB IV. PELAKSANAAN

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Konsep operasi penanganan darurat bencana tsunami yang dipicu oleh
gempabumi di Kota Bengkulu meliputi 2 (dua) fase/status kedaruratan,
yaitu Status Tanggap Darurat dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Fase Tanggap Darurat Bencana

Serangkaian tindakan yang dilakukan saat bencana terjadi, meliputi
kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani
dampak yang ditimbulkan bencana. Kegiatan pokok penanganan
darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah :

1.
2.
3.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pengkajian cepat kejadian dan dampak langsung bencana.
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan
darurat bencana dan penugasan personil.

Pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko
PDB]J.

Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana.
Penyusunan dan pengelolaan data penanganan kedaruratan
bencana, termasuk penyediaan data terpilah gender dan
kelompok rentan, termasuk wisatawan domestik dan
mancanegara.

Pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat
terdampak bencana, termasuk wisatawan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar,
termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan
pendidikan dalam situasi darurat.

Pengelolaan tempat pengungsian.

Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar
bagi para penyintas.

Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan
penyehatan lingkungan (water, sanitation and hygiene/ WASH)
Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk
perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.

Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti
perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (psychological first
aid).

Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan
prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan
bakar).

Pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dalam seluruh
kegiatan operasi penanganan kedaruratan.

Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap
Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase
Transisi Darurat ke Pemulihan.

Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

Serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta
penyediaan data untuk perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi.
Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini
adalah :




4.2.

il i
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Analisa pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.

Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan
transisi darurat bencana ke pemulihan.

Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana
(Posko PDB) transisi darurat bencana ke pemulihan dan
penugasan personil.

Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar,
termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan
pendidikan dalam situasi darurat.

Pengelolaan tempat pengungsian.

Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi
para penyintas.

Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan
penyehatan lingkungan (water, sanitation and hygiene/ WASH)

10. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk

11.

perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.

Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti
perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.

12. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (psychological first

aid).

13. Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan

prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan
bakar).

14. Penyediaan data informasi penanganan kedaruratan untuk

kebutuhan perencanaan pemulihan pasca bencana.

15. Pengurangan atau demobilisasi sumberdaya penanganan darurat

bencana (manusia, peralatan, dan logistik).

16. Pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dalam seluruh

kegiatan operasi penanganan kedaruratan.

Fungsi dan Kegiatan Pokok

Untuk menjalankan tugas dan sasaran pokok penanganan kedaruratan
bencana tsunami yang dipicu gempabumi, Pemerintah Kota Bengkulu
membentuk dan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat
bencana {SKPDB) dengan S fungsi pokok, yaitu :

Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

2. Administrasi dan Keuangan

3. Perencanaan

4. Operasi

5. Logistik

Kegiatan pokok dari masing-masing fungsi di atas adalah sebagai
berikut :

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasi
penanganan kedaruratan dengan menetapkan tindakan strategis
dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan
operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk
pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan
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penyelamatan, serta berwenang menginstruksikan para pejabat
yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi
aksesibilitas penanganan darurat bencana.

Administrasi dan Keuangan

Bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi
dan keuangan/anggaran operasi penanganan kedaruratan bencana
dengan melaksanakan semua aktivitas administrasi keuangan;
menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap
darurat bencana yang terjadi; mendukung keuangan yang
dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana, dan
menyusun laporan administrasi dan keuangan secara periodik.

Perencanaan

Bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana-rencana
dalam operasi penanganan kedaruratan bencana dengan
melaksanakan pengumpulan, evaluasi, analisis data, dan informasi
yang berhubungan dengan penanganan kedaruratan bencana, serta
menyiapkan rencana (tindakan) operasi penanganan kedaruratan
bencana.

Operasi

Bertugas dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan operasi
penanganan kedaruratan, meliputi penyelamatan, evakuasi korban
dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana
dan sarana penting dengan cepat, tepat, efektif dan efisien
berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat
bencana.

Logistik

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyediaan dan pengelolaan
sumberdaya untuk penanganan darurat bencana, yang meliputi
penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan
penanganan darurat; melaksanakan penerimaan, penyimpanan,
pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih
dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik
dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.



-31-

4.3. Struktur Organisasi Komando

ADMINISTRASI &
KEUANGAN
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4.4. Tugas-Tugas Bidang

1.

Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
Komandan PDB

1)

2)

3)

4)

mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian
Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap
Darurat Kota Bengkulu, sesuai dengan jenis, lokasi dan
tingkatan bencana.

menyusun perencanaan strategis dan taktis,
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan
operasi penanganan kedaruratan bencana.

melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya
manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.

memerintahkan dan mengkoordinasikan para pejabat
yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait
dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap
darurat bencana untuk pendukungan operasi penanganan
darurat.

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan
darurat bencana.

Wakil Komandan PDB

membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan
mengendalikan komando tanggap darurat bencana.

mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas,
keselamatan dan keamanan serta perwakilan
instansi/lembaga.

mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila
Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.

Sekretariat

menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan
pelaporan.

pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil.

menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana personil,
kesekretariatan, pos pendukung/pendamping.

menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan
evaluasi pelaksanaan PDB.

menyusun laporan pelaksanaan terkait kegiatan
kedaruratan.

Hubungan Masyarakat

menghimpun data, informasi dan mendokumentasikan
semua kegiatan terkait penanganan bencana yang terjadi.

membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta
menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke
media massa dan masyarakat luas.

membentuk jaringan kormunikasi yang efektif dan efisien.

memastikan protokol/alur komunikasi antar bidang dapat
dilangsungkan secara baik dan lancar.

memantau seluruh informasi internal dan

mengakomodasi informasi dan pemberitaan  untuk
pihak luar.
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Perwakilan Instansi

bertugas untuk membantu Komandan PDB berkaitan
dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang
dibutuhkan dari instansi/lembaga.

bertanggungjawab langsung kepada Komandan PDB
atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif
bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga
terkait.

Bidang Administrasi dan Keuangan

1)

mengarsip data, informasi, dan dokumen;

menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang administrasi
dan keuangan;

menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja bidang
administrasi dan keuangan;

menyiapkan bahan pengkordinasian pelaksanaan tugas di
bidang administrasi keuangan

menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

memastikankan administrasi dan keuangan dilakukan secara
transparan dan akuntabel.

Bidang Perencanaan

Unit Data dan Informasi

Menerima informasi dari institusi/ lembaga atau dari unsur
yang terpercaya

memberikan informasi setelah cek keadaan/ cek lapangan/
kebenaran kejadian

memberikan informasi hanya kepada institusi terkait

informasi disampaikan oleh petugas/ anggota RAPI yang
dibekali surat tugas

informasi disampaikan melalui alat komunikasi radio
dengan daya pemancar yang kuat

penyampaian informasi dilakukan dengan bahasa yang
dapat dimengerti dan dapat diulang menggunakan ejaan
“Alphabetic”

setiap penerimaan informasi/ berita dan setiap memberikan
informasi/ berita dicatat dalam Log Book RAPI

mengumpulkan data terkait perencanaan bencana dari
berbagai sumber, seperti laporan lapangan, data cuaca,
peta kerentanan, dan data historis bencana

merancang dan mengelola sistem informasi untuk unit
perencanaan bencana

melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengevaluasi
efektivitas tindakan yang diambil

melakukan pengumpulan, analisis, dan pengelolaan
informasi untuk mendukung upaya mitigasi bencana

dalam peliputan bersikap hati-hati dan memperhatikan
keselamatan

mengedepankan ketelitian dalam pengumpulan data dan
Informasi
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memperhatikan dan Menghormati Traumatik Korban

menginformasikan Dampak dan penangan bencana secara
akurat dan berkesinambungan

Jurnalis berpedoman kepada prinsip kehati-hatian dalam
memberikan informasi yang menyejukkan, bermanfaat
sekaligus menjadi informatif alternatif bagi masyarakat.

2) Unit Kajian dan Situasi

Melaksanakan pendataan akibat dan dampak bencana.

Melaksanakan kegiatan pengkajian situasi terhadap
seluruh wilayah terdampak dan tingkat kerusakan
bangunan/infrastruktur sebagai rekomendasi dalam
pengambilan kebijakan dan strategi penanganan darurat
bencana.

Menyusun rencana operasi PDB berdasar rencana
kontingensi yang sudah ada dengan memasukkan data dan
informasi hasil kaji cepat di lapangan.

Menyusun rekomendasi penetapan status kedaruratan
bencana serta pengakhiran atau perpanjangan masa PDB.

3) Strategi operasi

mengaktifkan posko
mengorganisir dan mengkoordinir relawan

membangun jejaring dengan pihak yang memiliki relevansi
pelayanan tanggap darurat bencana

melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait
membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan

Bidang Perencanaan

1) Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

membuat Rencana Operasi SAR

menghimpun dan berkoordinasi kan petugas dan relawan di
bidang SAR

memimpin Kegiatan pencarian dan, penyelamatan, dan
evakuasi korban

mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan kesekretariatan

2)  Unit Kesehatan

menyelenggarakan pelayanan kesehatan

melaksanakan pembaruan data dengan memanfaatkan
informasi masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah
ditentukan {SOP)

melaksanakan pemetaan area terdampak tentang kesehatan
{(bersama RHA /rapid health assessment).

menugaskan tim RHA (tim gerak cepat bidang kesehatan)

mendistribusikan tenaga kesehatan, obat, perbekalan
kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam
penanganan terdistribusi sesuai kebutuhan kabupaten
terdampak

mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor
meliputi sinkronisasi kegiatan penanggulangan bencana
dengan provinsi dan kecamatan



3)

4)

o)

6)

7)
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mengidentifikasi kebutuhan medis terhadap masyarakat
terdampak

mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan kesekretariatan
memberikan trauma healing

Unit Pendidikan

melakukan pemetaan wilayah terdampak (sekolah) dan
SDM serta peralatan logistik terkait pendidikan (alat peraga,
buku, guru, tenda sekolah);

mengidentifikasi kebutuhan korban dibidang pendidikan
(bimbingan)

melakukan kegiatan konseling trauma anak anak untuk
memulihkan mental anak anak ( recovery mental spiritual):

mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan kesekretariatan
dan memberikan laporan harian

Unit Air Bersih dan Sanitasi, dan Penyehatan Lingkungan

menyediakan sarana dan prasarana air bersih bagi korban
bencana

melakukan pendistribusian air bersih ke lokasi bencana

Unit Pengungsian dan Perlindungan

mendata jumlah pengungsi sesuai dengan kriteria kelompok

mengidentifikasi kebutuhan pengungsi (dapur
umum,mck,air bersih, sanitasi, penyehatan lingkungan,
tenda pengungsi, sandang, keamanan dan

kenyamanan,kesehatan)
memberikan pelayanan dasar kepada pengungsi

mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan kesekretariatan
dan memberikan laporan harian

memberikan pendampingan kepada kelompok rentan
(difabel, ibu hamil, balita, jompo)

Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital

melakukan pemetaan wilayah terdampak (perkantoran
pemerintah, SDM serta peralatan logistic terkait perbaikan
sarana prasarana;

mengidentifikasi kebutuhan perbaikan sarana dan
prasarana fasilitas umum PLN/TELKOM/PDAM/
TRANSPORTASI)

melakukan perbaikan sementara agar aktifitas umum dapat
difungsikan

mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan kesekretariatan
dan memberikan laporan harian

Unit Keselamatan dan Keamanan

menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil
Komando Tanggap Darurat

bencana dalam menjalankan tugasnya.

menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana
serta mengantisipasi hal-

hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
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= memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing.
» memastikan mekanisme pengamanan logistik dari
penerimaan, penyimpanan sampai
« pendistribusian berjalan dengan baik
8) Unit Wisatawan
= penanganan wisatawan
= pendataan wisata

Bidang Logistik
1) Unit Peralatan
= penyusunan rencana operasi bidang peralatan

» memobilisasi kebutuhan logistik di daerah terdampak

« mengkoordinasikan kebutuhan logistik dasar di daerah
terdampak

= memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan semua
bidang/unit

» melakukan monitoring dan evaluasi logistik

» menyusun laporan kegiatan bidang operasi logistik

2)  Unit Transportasi
» penyusunan rencana operasi bidang transportasi

= melaksanakan pendataan alat transportasi yang tersedia
dan dapat difungsikan

» mobilisasi unit transportasi ke lokasi dampak

- mendistribusikan dan menyimpan stok barang baik dan
maupun ke gudang

3) Unit Pangan dan Perbekalan
= menyortir barang bantuan
» mencatat penerimaan bantuan
» menyimpan barang bantuan
= mencatat pendistribusian bantuan
= membuat laporan pendistribusian barang bantuan
4) Unit Komunikasi
»  memasang alat komunikasi layak pakai
» frekuensi standby dan monitor pada kanal yang ditentukan
» menyiapkan lembar berita/ call book
» menulis/ mencatat setiap berita/ informasi yang diterima
dari lapangan/ sub posko
= mengabsen anggota yang bertugas setiap 1 jam sekali
» menindaklanjuti berita/ informasi pada pusdalops

4.5. Instruksi Koordinasi

1.

Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tsunami.

BPBD Kota Bengkulu melakukan pengkajian cepat untuk menilai
akibat langsung dari bencana Tsunami Akibat Gempabumi.
Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan
sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan
mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data
sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga
terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan.
Lingkup kaji cepat meliputi :
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= Apa : jenis bencana

= Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
= Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana

= Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
= Penyebab : penyebab terjadinya bencana

 Bagaimana : upaya yang telah dilakukan
Penetapan Status / Tingkat Bencana

Wali Kota Kota Bengkulu menetapkan Status Darurat Bencana
Tsunami dengan mempertimbangkan :

a. Laporan BPBD Kota Bengkulu atas hasil pengkajian cepat
Tsunami Akibat Gempabumi.

b. Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan
instansi/lembaga/organisasi.

c. Penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang Status Darurat
Bencana Kota Bengkulu.

» Surat Keputusan Walikota sekaligus sebagai keputusan
mengaktivasi rencana kontingensi operasi penanganan
kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian
situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana
Operasi Penanganan Darurat Bencana.

« Dalam Surat Keputusan Walikota sekaligus menegaskan
keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana Kota Bengkulu dan personil-personil yang diberi
mandat  sebagai pengampu  tugas  pendukungan
penanganan Kkedaruratan bencana Tsunami Akibat
Gempabumi.

+ Dalam Surat Keputusan Walikota sekaligus memastikan
dan menegaskan pemerintah Kota merupakan pengampu
utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana Kota Bengkulu dan Pos
Komando Kota Bengkulu.

« Dalam Surat Keputusan Walikota sekaligus memastikan
penggunaan alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu untuk penanganan kedaruratan bencana.

Penyusunan Rencana Operasi

Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana
berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan
intensitas dampak langsung bencana.

Penyelenggaraan Operasi

Penanganan Kedaruratan Bencana Tsunami Akibat Gempabumi
Kota Bengkulu, meliputi:

» Pengerahan sumberdaya Kota Bengkulu
= Aktivasi Pos Lapangan

» Aktivasi Jaringan Komunikasi
Pengorganisasian

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Tsunami yang
diakibatkan gempa bumi megathrust Mentawai-Pagai.
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BAB V. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam penanganan darurat bencana

tsunami akibat gempabumi Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1.

Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di
Kota Bengkulu dioptimalkan baik dari sektor pemerintah (termasuk
BTT), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti
APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial
dan masyarakat umum)

Jika sumberdaya keuangan Ilokal tidak mencukupi dalam
penanganan bencana maka Pemerintah Kota Bengkulu dapat
meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pusat.

Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memberikan instruksi pada
pemerintah kabupaten/ kota terdekat yang memiliki kapasitas
untuk membantu penanganan darurat bencana di Kota Bengkulu.

Pemerintah Kota Bengkulu dapat meminta dukungan penanganan
darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah
Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT),
pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan
yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Bengkulu.

a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT)
berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :

1) Pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana
2) Penetapan SK Tanggap Darurat.

3) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan
Darurat.

4) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara
penerima.

5) BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana
kebutuhan belanja (yang sudah direviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai Peraturan
Perundang-undangan) kepada Dinas Pengelola Keuangan
daerah selaku Bendahara Umum Daerah {(BUD) dengan
dilampiri dokumen pendukung lainnya.

b. Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum

Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada

BPBD Kota Bengkulu.

c. Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum
Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling
lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana
kebutuhan belanja.

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan
Peraturan BNPB No 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap
Pakai:

1) Pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana

2) Penetapan SK Tanggap Darurat.

3) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
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4) Surat Usulan Walikota tentang bantuan Dana siap Pakai (DSP)
ke BNPB.

5) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
6) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
7) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.

8) Kepala BPBD Kota Bengkulu berwenang mengelola bantuan
Dana Siap Pakai (DSP).

6. Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana
Gempabumi-Tsunami di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

No Jenis Sumber Keuangan Penanganan Darurat
Bencana Tsunami

1 |APBN Dana Siap Pakai: BNPB

2 | APBD Provinsi Belanja Tak Terduga: Pemprov Bengkulu

3 | APBD Kota Belanja Tak Terduga: Pemerintah Kota
Bengkulu

4 | Lembaga Usaha | Donasi tidak mengikat dari BUMD, CSR,

5 |NGO/LSM Donasi tidak mengikat dari NGO /LSM baik
dari luar maupun dalam negeri

6 | Perguruan Donasi tidak mengikat dari perguruan

Tinggi tinggi yang berada di Kota Bengkulu

maupun luar Kota Bengkulu

7 | Masyarakat Donasi tidak mengikat dari masyarakat
baik dari dalam maupun luar negara.

5.2. Logistik

1. Penanganan kedaruratan bencana mengoptimalkan seluruh
sumberdaya logistik dan peralatan yang dimiliki Kota Bengkulu,
baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan
juga masyarakat.

2. Jika tidak mencukupi, maka Pemerintah Kota Bengkulu dapat
meminta dukungan dan bantuan sumberdaya logistik dan peralatan
kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui BPBD Provinsi
Bengkulu

3. Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memberikan instruksi pada
pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas
sumberdaya untuk membantu penanganan darurat bencana di Kota
Bengkulu, termasuk seluruh pembiayaan pengerahan sumberdaya.

4. Jika sumberdaya Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota tidak
mencukupi, maka dapat meminta bantuan ke Pemerintah Pusat
melalui BNPB terkait pemenuhan sumber daya, fasilitas, logistik,
dan peralatan.
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BAB VI. PENGENDALIAN

6.1. Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami yang

dipicu Gempabumi Kota Bengkulu dipimpin Wali Kota dan/atau
Komandan yang ditunjuk oleh Wali Kota.

1.

Pos Komando (Posko)

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) Tsunami
Akibat Gempabumi Megathrust Mentawai-Pagai Kota Bengkulu
berada di KOMPI SENAPAN B Jl. Zainal Arifin Kelurahan Dusun
Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan koordinat -
3.8092038056223085, 102.30578180139752, dengan alternatif lain,
yaitu Komplek STQ Jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan koordinat -
3.832075956526836, 102.33176145227623

Pos Komando menjalankan fungsi sebagai pusat komando
operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan,
dan melaksanakan operasi penanganan kedaruratan bencana.

Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Akibat
Gempa bumi Megathrust Mentawai-Pagai Kota Bengkulu Kota
Bengkulu, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi
sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana.

No Kecamatan Pos Lapangan Alamat dan Koordinat
1 | Teluk Segara Balai Raya Semarak | Jl. Indracaya, Ps. Jitra,
Bengkulu, Kec. Teluk Segara, Kota

Bengkulu, Bengkulu

-3.7908306296923784,
102.25154673938663

2 | RatuSamban, Stadion Semarak | JI. Cendana  Sawah
Sawah Lebar Lebar Baru, Kec. Ratu
Agung, Kota Bengkulu,
Bengkulu 38222.

-3.79333752672088,
102.27285737186692

Ratu Agung

3 | Gading Lapangan Sidomulyo |Jl. Mangga Raya Sido
Cempaka, Mulyo, Kec. Gading
Cempaka, Kota
Bengkulu, Bengkulu

38229.

-3.8278351588624777,
102.30850005258229

4 | Selebar Komplek Pekan Sabtu, Kec.
Perkantoran Merah | Selebar, Kota Bengkulu,
Putih Bengkulu

-3.8450800858401437,
102.35688313707618
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6.3.
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5 { Kampung Melayu | 1. Kantor Basarmas, | Jl. Soeprapto dalam
2. Kantor PUPR | Kelurahan Betungan ,
Kota Bengkulu, Kecamatan Selebar
-3.87846699217798,
102.34833855149492
-3.8829353177921084,
102.35020758120808

6 | Sungai Serut, | 1.Mako Brimob Jl. Irian, Surabaya, Kec.
Muara Sungai Serut, Kota
Bangkahulu Bengkulu, Bengkulu

38119

-3.7893110920207533,
102.30831723398563

3. Pos Pendamping

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD
Provinsi Bengkulu atau BNPB untuk mendampingi Pemerintah Kota
Bengkulu dalam penanganan kedaruratan bencana gempabumi-
tsunami. Pos Pendamping berada di seputaran pos komando
(posko).

4. Pos Pendukung

Pos Pendukung merupakan pos yang didirikan oleh BPBD
Provinsi Bengkulu berfungsi memperlancar akses masuk, keluar,
dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana,
baik dalam maupun luar negeri.

No Pos Alamat Koordinat
1 | Bandara JL Raya Padang
Fatmawati kemiling, Pekan { -3.860374101293598,
Sabtu, Kec. Selebar, | 102.33947869648202
Kota Bengkulu,

Bengkulu 38877

2 | Polda Bengkulu Jl. Adam Malik,Sido
Mulyo, Kec. Gading | -
Cemp., Kota | 3.8355606613261357,

Bengkulu, Bengkulu | 102.31027666099547
38211
3 UIN Fatmawati | Pagar Dewa, Kec.
(Heliped) Selebar, Kota | -
Bengkulu, Bengkulu | 3.8339963307783638,
38211 102.32770126249744

Kendali

Komandan PDB mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat
bencana di Kota Bengkulu terhadap bidang keuangan, perencanaan,
operasi, logistik dan peralatan.

Koordinasi

Semua komponen operasi penanganan darurat bencana
gempabumi-tsunami Kota Bengkulu berkoordinasi dengan semua pihak
baik di dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan
Darurat Bencana secara maksimal dan membangun pola koordinasi dan
rentang kendali muilti-pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan
kedaruratan bencana.
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Komunikasi

Sarana dan prasarana Komunikasi merupakan salah satu fasilitas
komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung
arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal.
Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos
lapangan, para pihak yang terkait.

Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi
untuk mendukung efektivitas operasi darurat tsunami dan
menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan
dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi.
Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kota
Bengkulu adalah sebagai berikut :

a. Pos Komando

I. Telepon : 0822 8912 3723
II. Telepon genggam/HP/Whatsapp :0822 8912 3723
III. Radio

- Frekuensi Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian

Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5

MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
- Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian

Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300

MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX

dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123.
Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.

- Frekuensi Cadangan :.143.330 MHZ (RAPI)
- Frekuensi Cadangan : 146.300 MHZ (ORARI)
IV. Faksimile -
V. Email : bpbdkotabengkulu0O3@gmail.com
VI. Website : www.bengkulukota.go.id
b. Pos Lapangan

Radio:
- Frekuensi Cadangan :143.330 MHZ (RAPI)
- Frekuensi Cadangan : 146.300 MHZ (ORARI)

Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk
dari laporan dari aparat kelurahan dan kecamatan dan juga laporan dari
berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat
dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi
dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat
Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data
saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.
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BAB Vil. RENCANA TINDAK LANJUT

7.1.

7.2.

Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan
maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak,
baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media,
maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu
tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk
memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen
rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta
disahkan oleh Wali Kota Bengkulu.

Penyiapan Kesiapsiagaan

Rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji

ini

bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk

dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja
peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan
peran tersebut.

1)

2)

3)

4)

Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat
daerah. Ketentuan simulasi yakni :

a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah

b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan
sumberdaya

¢c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati
Bersama

Kegiatan Table Top Exercise (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji
kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada
rencana kontingensi.

Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang
terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing.
Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta
mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana
mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga
maupun antar bidang operasi.

Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi
perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya
yang ada di Kota Bengkulu.




Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan
Rencana Operasi Penanganan Darurat

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA
Lembar No. dan lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta)
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi

RENCANA OPERASI
Nomor :
PENUNJUKAN:
1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : {skala peta)
3. Tahun : (tahun pengeluaran peta}
4. Daerah Waktu : WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : (landasan hukum
pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi
DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT
SANDI OPERASI
SUSUNAN TUGAS

1. Situasi

a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis
informasi dari Informasi Bencana)

1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/
daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan,
sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.

2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana
dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.
2. Tugas Pokok
Lihat Bab III

Pelaksanaan
a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi
Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat
Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3
c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4
d. Administrasi dan Logistik
Lihat BABV
e. Pengendalian
Lihat BAB VI

f.  Penutup
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Tanggal (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana
Lampiran :

a. Surat Penetapan Status Darurat Walikota

b. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
c. Penjabaran tugas pejabat operasi

d. Jaring Komunikasi

e. Rencana Dukungan Anggaran
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3.

Susunan Pelaksana Tugas
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No

Fungsi/Sub bagian/Unit

Sebagai

Organisasi

Komandan Tanggap Darurat

Kewenangan dari Wali
Kota

Wakil Komandan

Kapolres dan Dandim

Sekretariat

Pemimpin (Lead)

BPBD

Pendukung

Dinas Sosial
Dinas Kesehatan

Humas

Pemimpin (Lead)

Dinas Kominfosan

Pendukung

Bagian Humas Pemda
Kota Bengkulu
PWI Kota Bengkulu

RRI
Media Massa

Penghubung

Pemimpin (Lead)

BPBD

Pendukung

TNI & Polri

Dinas PU

Dinas Perhubungan
Dinas Kesehatan

Bidang Perencanaan

Koordinator

BPBD (Pusdalops)

Unit Data dan Informasi

Pemimpin (Lead)

BMKG

Pendukung

Dinas Dukcapil
TNI & Polri

BPS

PMI
Camat/Kelurahan

Kajian Cepat dan Informasi

Pemimpin (Lead)

TRC BPBD

Pendukung

TNI & Polri

Damkar

PUPR

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan

Dinas Sosial

Dinas Pertanian &
Peternakan

Dinas Perkimtan

Unit Strategi Pemulihan

Pemimpin (Lead)

Dinas PUPR

Pendukung

BPBD

TNI & Polri

PTN & PTS

PMI Kota Bengkulu
BP3AZKB

Dinas Sosial

Baznas Kota Bengkulu
FPRB Kota Bengkulu

Bidang Operasi

Koordinator

TNI

Unit Pencarian,
Pertolongan, dan Evakuasi

Pemimpin (Lead)

Basarnas

Pendukung

TNI & Polri
Satpol PP
MDMC
Damkar
Potensi SAR
Pramuka
Senkom
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No Fungsi/Sub bagian /Unit Sebagai Organisasi
= IOF
Unit Kesehatan Pemimpin (Lead) » Dinas Kesehatan
Pendukung * TNI & Polri
« PMI
» Basarnas

Perguruan Tinggi Prodi
Kesehatan

RSUD dan Rumah Sakit
Swasta
Organisasi
Kesehatan

Tenaga

Unit Pendidikan

Pemimpin (Lead)

Dinas Pendidikan

Pendukung

PTN & PTS
Kemenag
Bengkulu
Disnakerpora
Organisasi profesi guru
Kota Bengkulu

Kota

Unit Pengungsian dan
Perlindungan

Pemimpin (Lead)

Dinas Sosial

Pendukung

BPBD

Dinas Dukcapil

Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

PMI

Dinas Perhubungan
Dinas Sosial Sub
Tagana, Sub
Pendamping Anak dan
Disabilitas

Kwarcab Pramuka Kota

Benglkulu

Unit Air Bersih, Sanitasi,
FPenyehatan Lingkungan

Pemimpin (Lead)

PDAM

Pendukung

Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan
Dinas Kesehatan

PMI

Damkar

Polri

Unit Pemulihan Sarana

Prasarana Vital

Pemimpin (Lead)

PUPR

Pendulkung

Dinas Perkimtan
TNI & Polri
BPBD
PLN
Telkom
PDAM
Dinas
Tagana

Sosial Sub

Unit Keamanan dan
Keselamatan

Pemimpin {Lead)

Polri

Pendukung

TNI

Satpol PP

Linmas

Ormas {(MDMC, Forum
Ketua RT dan RW)
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No

Fungsi/Sub bagian/Unit

Sebagai

Organisasi

Unit Penanganan
Wisatawan

Pemimpin (Lead

Dinas Pariwisata

Pendukung

Imigrasi

PHRI

Pokdarwis

Dinas Kominfosan
LPM Wisata

Bidang Logistik

Koordinator

BPBD

Unit Peralatan

Pemimpin {Lead)

Dinas PUPR

Pendukung

Dinas Sosial

Sentra Dharma Guna
Bengkulu

Asosiasi Jasa Kontruksi
TNI dan Polri

PMI Kota Bengkulu
Kwarcab Pramuka Kota

Bengkulu
BPKAD (Aset)

Unit Komunikasi (JARKOM)

Pemimpin (Lead)

Dinas Kominfosan

Pendukung

PWI Kota Bengkulu
RAPI

Senkom

Balmon

Orari

TNI dan Polri
Telkom

Unit Transportasi

Pemimpin (Lead)

Dinas Perhubungan

Pendukung

TNI & Polri
Syahbandar
Pelindo

Pelni
Pertamina
BPKAD (Aset)

Unit Perbekalan,
dan Energi

Pangan

Pemimpin (Lead)

Dinas Sosial

Pendukung

BPBD
Bulog
Pertamina
PLN
PDAM

Bidang Administrasi dan
Keuangan

Pemimpin (Lead)

BPED

Pendukung

BPKAD




Jaring Komunikasi
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BNPB

4

¥ Y

TRC

» 4
Provinsi

T
BPBD
Provinsi

*} Y )

BPBD Kab/

Kota

Situasional

L

y

TNI/Polri &
KIL atau
dinas terkait

Posko
Lapangan

L3

Komunitas
Radio
Bencana




ele(] SISIeuy nmssuag
89S6T9L.LETB0 ninyduag €10y | 8 ‘ered uendwndusd | B103 yusnels jesnd ueped | €1
reunsj,
ue edworn) 1ISEWLIOJU]
ueIeqaliuad ue(q
TLIISHILETBO Suerqeday] DING o sIsfeuy ‘SULIOJIUOIN | eXISgoaD uniselg ‘DN | Tl
yedureg uejnyduesuad
#SESOETBETB0 nynduag ejo3 H1d 99 ‘uere ndeduag nynduag ejoy HIA | 11
1+896+8L1C280 Nvdad 01 NVAd | 01
BURBOUIg
€CLET168TTR0 nnx3uag ej03 addd ¥S ueduen3sueuad ny{duag 1oy addd | 6
T0Z81€L1180 | nm¥duag ejoy peydg €1 nnyjsuag ejoy peydg | 8
¥PP8TELI 180 | NINX3uag elo3] epaddeq 01 ninjdusg ej0y epaddeqg | L
npn{suag ej03] nnyauag
01608EETESB0 epjeg wniny ueideq €1 epjeg wny uedeqg | 9
nnsuag
L¥089S89TS80 €10y ydNd seud L9 sIu3{o, wi], | nnyjdusg ©10y YdNd SeUd | S
Iese(]
nny3uag UBJeyasay] ueueie[dd
LS¥St+€.92S80 €103 IINd SBjTeIN 01 ue(] JUSISSISSY njsuag €10y [INd | +
1se3NIN eAedn
ue(] eueduag BOSed
€8LLILEETTRO gINN WddT 4 ue(] eld uenipRuad nj3usg SejsIeAu | ¢
(n>{3uag SYNAVSYE) (n{8uag seureseq)
nn{duag ueduo[oliad nnduag ueduojolrad
88867SCLTIR0 | Ue( UBLIBOUS{ IOJUEY 4 J9NOSIRY Ue(] UBLIBOUSJ IOJUeY | T
nnysuag (VNVDVL) nnysusg
9.8TIELIT80 B103Y [eIS0g SBUIq 0S BueOUsg UBMB[Y ©103] Te1sog seulq | 1
o TeIuoy [TU0SI9d 180T e ueryeay stuap 1sypuy/1sesiuesio 'oN

eAeploquIng UBYNINGDY UEP UBBIPISIASY ISBEWNSH

lmml

BISNUBW BARD JoquIng

T

g




9CLETI68TC80 | BI0H addd qreq | 1 jelad jely Cl
nmysuag
STLETI68CCS0 | BI0Y addd Areq | 9 [e31], I0J0]N 1!
nnyjsuag
¥TLET168TT]O | €103 agdd qreq | 1 dn 3014 nrqowt €1
ninysuag
€CLETI68TTB0 | BIOH addd Areq | 1 BUND BqIag MMq0N njnyjguag ejoy addd | ¢1
Wvdd Hred | € yrsiag Iy Hue] [IqON WVAd | 11
nn8uag
T0L8TELIT80 | BIOH pexdg qreq | S SeuId NqoN niny3usg ejo3 pexdd | 01
nnauag
YH¥RTELI T80 | BI03] epaddeg yred | 9 seurq IO nynjduog ejoy epaddeg | 6
nnysuag
B10Y] epl1as nnxduag
0T1608EETESB0 | WINNH uerdeq Aqred | 1 seul( [IqO]N | €303 epjeg wnyny ueideq | g
nny3uag uojuol], uep
B103 AdNd SeuUld Aqred | 1 zoyedessy ‘yonn dung | ninysuag B0y JdNd SeUId | L
nnysuag
€105 JINd SEBjIBN Aqred | 1 edren|ay Bpud,
nnsuag
Blo¥ JINd SedIe|N qed | 1 uo0j3[d BpUsL
nnysuag
B10¥ JINd SedIE]N qred | 1 1aIe}] Nyelad
nnysuag
LSPSTEL9TSB80 | 810N [INd SEdHIE]N Ared | € IINd souenqury nnxguag e0M [IINd | €
nnsuag nn3uag
9.L8CTIELTI180 | BI0} TeIsO§ SYNIA Ared | 1 9MOSIY [IqON | BIOH Te1sog Seulgd | ©
nnysuag uesuede] nmnysuag
9/8CIELITI80 | 103 [BISOS Seul(] Aqred | 1 wnuify inde( | €10y [ersog seuld | I
Nejuoy] 1Se)0] ISIpUoy | yerwnp | uelererad Isnynsuj/Isesuesio "ON
uele[elIad BARploquIng ‘g

l.vml




91qelrod ruing

Sueryeday DN Aqreg | 1 edwed JunojlUO FelY
TLOISHILET80 | Suerqeday DING qred | g Seurp IO\ OMING | ST
nnx{guag resuey| yreq | T [Te1], 1030} 'S
nny3uag resuey qredq | 1 IMIqON WOy “{
nmx3usag Jesuey] qreg | 1 Ie) anodsay ‘¢
nmn3duag resuey qred | [ HONI], aNOSIAY ‘¢
[TU0SIad oniy, ‘| (nojSusg SYNJVSVE)
nnyduag ue3uo0lIad
SIISTELITQ0 | nNn33usg resuey] Mred | 1 ueq UBLROUS  IOJueY | HT
yejuoy Iseyo] ISIpuoy | yerwnp uejererad Isnynsuj/1sestuedi ‘ON
nynyjsuag
$SESOETBETBO | BI0Y H1d qreq | p1 yonn dumg nnxduag ©103 HIdA | ¢T
nynysusag SAM
TELETI68TTR0 | ©I0Y agdd qreq | 1 dorepsng uejeresdd 15
nnyjsuag
TELETI68TTRO | €103 agadd Aqreq | 1 surydioq 0T
nnysuag
0ELETI68CTRO | BIOY agadd Nreq | g aUIP{OId 61
nm{suag
6CLETI68CTB0 | BION agdgd qreq | g jares] nyeIsd 81
njsuag
8TLETI68TTR0 | BION agdd Areq | ¢ 0¥s0d Bpua], LT
nnyguag
LTLETI68TTR0 | BI0Y agdg qreq | 1 Iy pidue], 91
nnyguag
o Moy ISexo] | ISIpuoy | yerwnp | uejererad. ismpsuj/isesiue8I0 | 'ON

lmml




ueded‘uesued

€TLETI68TTBO agdg 3uepnp Hred ‘Buepueg nnyj3uag e10y addd | ¥
NVdd 1sereisy Hred (4 yrsieg Iy B{Uel [Iq0N Wvadd | €
nynduag 103 JydNd Sewid | T
nynsuag ejoy] e3renyoy]
SOSUI(] 3uepnn Hreg 1 eundeqiag BpU3,
npnsuag eioy
sosuI(] duepnn Hreg Z e3ren[ay] Bpud],
ninysuag ejoy]
sosuI Suepnn Mreq o insey
nnsuag ejoy] e3Ienay]
sosuiqg 3uepny yred S uejerelad 19ed
nnysuag eloy
sosuiqg 3uepnp Ared 0T senep
ninsuag eloy nnysuag
96+.L.L691CS8 | sosulg 3uepnn Ared 08 INUWIRS | Bl03 [e1soS seuld | 1
Hejuoj 1seyo] Isfpuoy | yejwngp sfuap 1smyfysul/isesiuediQ ‘ON
1exed deig eAepioquing ¢

|mm|




575

6. Album Peta
1. Peta Bahaya

PETA BAHAYA TSUNAMI
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU,
SUNGAI SERUT, TELUK SEGARA,
RATU SAMBAN, RATU AGUNG &
SINGARAN PATI
KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
(SKENARIO TERBURUK)
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Peta Bahaya Tsunami Kecamatan Muara Bangkahulu, Kec. Seungai Serut, Teluk Segara,
dan Ratu Samban.

PETA BAMAYA THRUNAMI
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Peta bahaya tsunami daerah Kota Bengkulu untuk Kecamatan Ratu Samban, Ratu Agung,
Sinagaran Pati, Gading Cempaka, dan Selebar.
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PETA BAHAYA TSUNAMI
KEC. KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU
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Peta bahaya tsunami wilayah Kota Bengkulu untuk Kecamatan Kampung Melayu

2. Peta Jalur dan Titik Evakuasi
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Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Muara Bangka Hulu
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BNPB
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Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Teluk Segara
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Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Ratu Agung
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3. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan
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7. Mata Rantai Peringatan Dini

AT
R T,

S - SOP RESPON INFO GEMPA M>5.0 DAN PERINGATAN DINI

TSUNAMI WRS-NEW GENERATION

Wakiu < 3 Menit

Wakiu < 5 Menit

Lakukan
Pendataan




Rencana Evakuasi

Kejadian Gempa berdurasi 20 detik dengan skala magnitude 8.9
atau Skala MMI IX, terjadi di zona subduksi megathrust Mentawai
Pagai: koordinat 3.5 LS dan 101.0 BT, Kedalaman 10 Km. Tinggi
gelombang maksimal 14-18 meter, kedatangan landaan tsunami ke
wilayah terdampak 33-35 menit.

1) Peringatan Dini Bahaya Bencana

KEJADIAN
GEMPA_

v

| S-10MENIT
| SETELAH
| GEMPA

WAKTU

TSUNAMI

PERINGATAN DINI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT: TANDA ALAM DAN
PENGETAHUAN LOKAL

TANDA PERINGATAN
Hia gempabursi tersss sediot tap!
berlargsung lama

Jika gempa bumi terasa kuat dan
berlangsung lama (misalnya lebih dari ]

SARAN TINDAXAN ORANG
Menjauhi pantai dan tepd sungal, ke tempat
yang telash ditentukan dan mencar informas

menit dan orang tidak bisa berdin)

KEDATA-NGAN |

33 - 39 MENIT

PERINGATAN DINI BENCANA RESMI OLEH BMXG

MELALUL SIARAN TV/RADIO,
TINGKAT
PERINGATAN PERRIRAAN THio!
GELOMBANG

SIRENE PERINGATAN TSUNAMI

SARAN TINDAKAN SARAN TINDAKAN

PEMERINTAM DAERAH

masyarsas! ke tempat

evatuasl ter Sehat
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Pemicu Evakuasi

SKALA (MMI) DESKRIPSI RINCI

Terjadi gempa bumi berkekuatan M 8,7 di Barat Daya
Lebak.

Gempa bumi dirasakan di wilayah Lebak

Orang menerima informasi peringatan dini bencana dari
Aplikasi, Medsos, TV /Radio/SMS

Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan Iuarbrasa oleh beberapa orang

Vi

Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding
jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan

Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi
yang baik. Sedangkan pada bangunan yang konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan
hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan

Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan degan
konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-
monumen roboh, air menjadi keruh

Kerusakanpadabangunanyangkuat.mmrmhmmadmdakhms, banyak retak. Rumah

3)

Orang melakukan evakuasi mandiri sesuai informasi peta/jalur
evakuasi

Menuju titik aman (tidak ada rambu)

Pilihan terdekat, Menuju tempat kumpul terdekat mengikuti
jalur evakuasi (tempat evakuasi sementara, dilengkapi
rambu)

Pilihan terdekat, Menuju tempat pengungsian

Strategi Evakuasi

Perintah Evakuasi di Pandeglang mengikuti arahan dari Kepala
Desa

Arahan untuk evakuasi dari Aparat Desa/Relawan/Tim
Siaga Desa

Untuk yang perlu dipandu dihimbau secara intens untuk
segera menuju titik kumpul
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10. Lembar Komitmen

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. RE Martadinata 0G Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar ——
Kota Bengkulu. Kodo Pos 38211
bpbdkotabengkulu03@gmail.com

LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai
tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana
Gempabumi dan Tsunami di Kota Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan di Hotel
Amaris Bengkulu JI. Putri Gading Cempaka No.08, RT.14/ RW.01, Penurunan, Kec. Ratu Samban, Kola
Bengkulu Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah

No Kegiatan
1 Diseminasi Rencana Kontingensi
2 Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi

3 Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidak-tidaknya sekali setiap tahun

Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Konlingensi apabila sampai pada akhir masa
berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi

Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat
5 Bencana pada saat terjadi bencana bukan yang direncanakan tanggapan daruratnya tetapi
mempunyai karakleristik tanggapan darurat yang serupa

De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa|
6 | berlakunya tidak terjadi bencana direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikannya sebagai
lampiran Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana

Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan
Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperiukan

Badan Pusat Statistik
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Lembar Berita Acara Penyusunan

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. RE Martadinata 06, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, S
Kota Bengkulu. Kode Pos 38211
bpbdkotabengkulu03@gmail.com

Berita Acara

Kegiatan Workshop Penyusunan Draft Nol Dokumen Rencana Kontinjensi
Gempa Bumi dan Tsunami Kota Bengkulu

Telah dilaksanakan Kegiatan Workshop Penyusunan Draft Nol Dokumen Rencana Kontinjensi
Gempa Bumi dan Tsunami Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang didaksanakan di Santka
Hotel JI. Raya Jati. 45, Sawah Lebar Bengkulu - Provinsi Bengkulu 38211 pada tanggal 11 s.d 13
April 2023, Workshop telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari
Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil
dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga
yang berpartisipasi.

Dalam penyusunan telah disepakati Tim Perumus Penyusunan Rencana Kontinjensi yang terdiri dari
: BPBD Provinsi Bengkulu, BPBD Kota Bengkulu, Kodim 0407 Kota Bengkulu, Polresta Bengkulu,
Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerfaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial, BMKG Geofisika Bengkulu, Bulog,PMI, PDAM, BPS, Basarnas, Perguruan
Tinggl Universitas Bengkulu (Unib), RAPI, Camat Teluk Segara, Kepala Kelurahan Malabero,
Pendamping Disabilitas, Forum PRB Kota Bengkulu, Senkom Kota Bengkulu.

Daftar peserta yang menghadiri keglatan Workshop Penyusunan Draft Nol Dokumen Rencana
Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu antara lain :
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